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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

Kondisi kinerrja di bidang erkonomi dan politik di Indonersia terlah mernciptakan 

kertidakperrcayaan masyarakat terrhadap permerrintah dalam pernyerlernggaraan 

permerrintahan. Salah satur langkah urnturk mermurlihkan kondisi erkonomi, sosial, dan 

politik adalah derngan merngermbalikan kerperrcayaan rakyat kerpada permerrintah 

merlaluri urpaya merwurjurdkan permerrintahan yang berrsih dan berrwibawa, yang 

dikernal derngan istilah good goverrnancer. Terrserlernggaranya good goverrnancer 

merncerrminkan tingkat kerjurjurran permerrintah dan merrurpakan prasyarat urtama 

urnturk merwurjurdkan aspirasi masyarakat dalam merncapai turjuran dan cita-cita suratur 

nergara. Olerh karerna itur, perlakur urtama perlaksanaan good goverrnancer diturnturt 

urnturk mermberrikan perrtanggurngjawaban yang lerbih transparan dan akurrat. 

Isu Good Governance menjadi perhatian utama dalam administrasi publik 

saat ini. Masyarakat menuntut pemerintah, terutama pelaksana pemerintahan 

hingga pengambil kebijakan, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. 

Maka, respon yang baik dari pemerintah diperlukan untuk merespon tuntutan 

wajar masyarakat ini, melalui perubahan dan perbaikan yang terarah, guna 

mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik (Azmal, 2018).  

Menurut Auditya (2013) Tata Kelola yang baik merujuk pada penerapan 

otoritas di bidang politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur berbagai 

urusan publik dalam suatu negara. Ciri-ciri utama dari tata kelola pemerintahan 
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yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kemampuan 

menegakkan aturan hukum, serta pengelolaan yang dilakukan secara efisien dan 

efektif. Berdasar pada Werimon et al. (2007) penerapan akuntabilitas dan 

transparansi mengakibatkan adanya pengawasan yang intensif dari masyarakat, 

memastikan pengelolaan pemerintahan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. 

Maka, ini akhirnya bisa menciptakan kinerja pemerintahan yang optimal. 

Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja 

pemerintah daerah, diharapkan tata kelola akan menjadi lebih baik. Langkah ini 

juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat 

terakomodasi dengan baik dalam proses pengelolaan pemerintahan daerah. 

Kinerja pemerintah daerah sangat terkait dengan prinsip-prinsip Good 

Governance. Berdasar pada Mardiasmo (2009), evaluasi kinerja sangat penting 

untuk menentukan tanggung jawab manajer dan organisasi dalam menyediakan 

layanan publik yang baik. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan 

pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan performa pemerintah daerah. 

Mernurrurt  (Sahala Purrba ert al., 2022), akurntabilitas merrurpakan kontrol pernurh 

aparaturr permerrintah atas sergala tindakan dalam permerrintahan. Perran permerrintah 

serbagai agern mernjadi kurnci dalam mermperrtanggurngjawabkan kinerrja kerpada 

prinsipal ataur rakyat. Akurntabilitas diharapkan dapat merngurbah kondisi 

permerrintahan yang kurrang optimal dalam mermberrikan perlayanan, merncergah 

korurpsi, dan merminimalisir pernyerlerwerngan kerkurasaan. 

Serlain akurntabilitas, transparansi jurga mermerngarurhi kinerrja organisasi 

layanan purblik. Transparansi mernjamin aksers informasi terntang pernyerlernggaraan 
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permerrintahan, kerbijakan, prosers permburatan dan perlaksanaannya, serrta hasil yang 

dicapai. Olerh karerna itur, serlurrurh prosers permerrintahan, lermbaga-lermbaga, dan 

informasi harurs dapat diaksers olerh pihak yang berrkerperntingan, derngan informasi 

yang mermadai agar dapat dimerngerrti dan dipantaur (Purtra, 2014). 

 (Sayurti ert al., 2018) merncatat bahwa transparansi dan akurntabilitas purblik 

adalah dura sisi yang tidak terrpisahkan dalam tata kerlola yang baik. Pernerrapan 

transparansi dan akurntabilitas purblik pada perrerncanaan, perlaksanaan, dan 

perrtanggurngjawaban kerurangan daerrah mernjadi konserkurernsi logis. Isur-isur terrkait 

transparansi dan akurntabilitas tidak terrlerpas dari pernyalahgurnaan werwernang dan 

pernyerlerwerngan dana olerh oknurm pergawai ataur perjabat permerrintahan. Ervalurasi 

kinerrja permerrintah perrlur dilakurkan derngan mermperrhatikan asperk kerurangan dan 

non-kerurangan. 

Instrurksi Prersidern Nomor 7 Tahurn 1999 terntang Akurntabilitas Kinerrja 

Instansi Permerrintah diganti derngan Perraturran Prersidern Nomor 29 Tahurn 2014 

terntang Sisterm Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah (SAKIP). Aturran 

perlaksanaannya diaturr dalam Perraturran Mernterri Perndayagurnaan Aparaturr Nergara 

Dan Rerformasi Birokrasi Rerpurblik Indonersia Nomor 53 Tahurn 2014 terntang 

Perturnjurk Terknis Perrjanjian Kinerrja, Perlaporan Kinerrja, dan Tata Cara Rervisi Atas 

Laporan Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah (LjKIP). LjKIP berrfurngsi 

serbagai merdia urnturk mermperrtanggurngjawabkan kinerrja permerrintah kerpada 

masyarakat, mermerrlurkan durkurngan dan perran aktif dari masyarakat serrta lermbaga 

permerrintahan. 
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SAKIP merrurpakan pernerrapan manajermern kinerrja pada serktor purblik yang 

serjalan derngan rerformasi birokrasi, berrfokurs pada perncapaian ourtcomers, dan 

ursaha urnturk merndapatkan hasil yang lerbih baik. Sisterm ini merngurbah fokurs dari 

serberrapa bersar dana yang dihabiskan mernjadi serberrapa bersar kinerrja yang 

dihasilkan dan urpaya urnturk merncapai turjuran yang ditertapkan. Urnturk merngertahuri 

implermerntasi SAKIP dan merndorong perningkatan kinerrja yang terpat sasaran, 

perrlur dilakurkan ervalurasi AKIP ataur ervalurasi implermerntasi SAKIP. Ervalurasi ini 

diharapkan dapat merndorong instansi permerrintah urnturk konsistern merningkatkan 

implermerntasi SAKIP, derngan mermperrtimbangkan berrbagai asperk manajermern 

kinerrja.  

Ervalurasi AKIP mermberrikan simpurlan hasil pernilaian terrhadap berberrapa 

variaberl, terrmasurk perrerncanaan kinerrja, perngurkurran kinerrja, perlaporan kinerrja, 

dan ervalurasi akurntabilitas kinerrja interrnal. Komponern-komponern ini dinilai 

berrdasarkan permernurhan kuralitas dari kriterria derngan memilih dari kategori yang 

tersedia yakni AA, A, BB, B, CC, C, D, atau E.  Tujuan Instansi Permerrintah  

merlakurkan ervalurasi terrhadap prosers akurntabilitas di lingkurngan permerrintah yaitu 

untuk perrbaikan kinerja ker derpannya. Langkah ini mernjadi krursial urnturk 

mermastikan bahwa serlurrurh asperk kinerrja dan perncapaian turjuran dapat dilaporkan 

sercara jurjurr dan transparan kerpada masyarakat. Merlaluri langkah ini, kerperrcayaan 

purblik terrhadap permerrintah daerrah dapat terrjaga, dan implermerntasi good 

goverrnancer dapat terrcapai sercara lerbih erferktif. 

Berberrapa pernerlitian serberlurmnya terlah dilakurkan, olerh (Novatiani ert al., 

2019)  Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah berjalan dengan 
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baik di SKPD Kabupaten Bandung Barat.Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa akuntabilitas telah berjalan dengan baik di SKPD Kabupaten Bandung 

Barat. Analisis hipotesis penelitian menunjukkan bahwa transparansi memiliki 

pengaruh terhadap kualitas kinerja lembaga pemerintah secara parsial.Selain itu, 

analisis hipotesis juga menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh 

terhadap kualitas kinerja lembaga pemerintah secara parsial. Transparansi dan 

akuntabilitas, jika digabungkan, memiliki pengaruh terhadap kualitas kinerja 

lembaga pemerintah. Serlanjurtnya pernerlitian olerh Ati Rosliyati (2019) diturnjurkkan 

apabila Implermerntasi Sisterm Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah (SAKIP) 

berrperngarurh signifikan terrhadap pernerrapan Good Goverrnancer pada kantor 

BKPLD Kaburpatern Tasikmalaya. Hasil penelitian sebelumnya yang berbeda 

mendorong para peneliti untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan Evaluasi 

AKIP. Penelitian ini menggunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim 

sebagai objek studi. 

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menerima penghargaan di Kota 

Batam, Kepulauan Riau, pada 10 Februari 2019, sebagai bukti komitmen dan 

komitmennya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kabupaten 

Muara Enim menerima nilai sangat baik dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun yang sama, 

Kabupaten Muara Enim memperoleh skor tertinggi di Sumatera Selatan. 

(https://muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/407).  

 

https://muaraenimkab.go.id/web/detail_berita/407
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Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) disajikan dalam tabel 

di bawah ini. Selama lima tahun, evaluasi ini mencakup elemen-elemen SAKIP 

seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi 

kinerja, dan pencapaian kinerja: 

Tabel 1.1  

Bobot Nilai SAKIP 

 

Hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 

Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 menunjukkan penurunan nilai menjadi 

73,48 dibandingkan tahun sebelumnya, menurut observasi awal. Penurunan ini 

diduga disebabkan oleh terungkapnya kasus suap yang melibatkan sejumlah 

pejabat pemerintah daerah pada 11 Agustus 2019, yang memberikan dampak 

negatif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara 

Enim.(http://suara.com/news/2020/08/11/115451/kasus-proyek-jalan-kpk-panggil 

kepala-bapenda-kab-muara-enim-rinaldo).  

Merujuk pada kejadian tersebut, para peneliti ingin menilai seberapa 

efektif pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

 

http://suara.com/news/2020/08/11/115451/kasus-proyek-jalan-kpk-panggil%20kepala-bapenda-kab-muara-enim-rinaldo
http://suara.com/news/2020/08/11/115451/kasus-proyek-jalan-kpk-panggil%20kepala-bapenda-kab-muara-enim-rinaldo
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Masyarakat juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai hasil yang diharapkan. Olerh 

karerna itur, pernurlis terrtarik urnturk merlaksanakan pernerlitian derngan jurdurl 

ñPengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah dengan Evaluasi AKIP sebagai Variabel Interveningò . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan informasi sebelumnya, masalah yang terkait dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perlaksanaan akurntabilitas berlurm serpernurhnnya diterrapkan derngan baik olerh 

instansi permerrintah kerpada masyarakat dalam rangka merwurjurdkan tata Kerlola  

permerrintahan yang baik (Good Goverrnacer). 

2. Transparansi dalam pernyerlernggaraan permerrintah berlurm serpernurhnya bisa 

diaksers olerh masyarakat  serhingga mernimburlkan suratur keridakperrcayaan 

purblik terrhadap permerrintah.  

3. Hasil Ervalurasi Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah akan merndorong 

Instansi Permerrintah dalam merwurjurdkan capaian kinerrja yang mermuraskan 

sersurai derngan turjuran dan sasaran yang terlah ditertapkan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Urnturk mermperrolerh gambaran yang lerbih jerlas merngernai masalah yang 

ada dalam pernerlitian, dan merngingat kerterrbatasan yang ada serperrti kermampuran, 

waktur, dan biaya, maka  Pernerliti mermbatasi rurang lingkurp SUrBJErK 

PErNErLITIAN adalah 35 (tiga purlurh lima) Organisasi Perrangkat Daerrah 
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Kaburpatern Murara Ernim. Serdangkan OBJErK PErNErLITIAN dibatasi pada variaberl 

derperndern yaitur Transparansi dan Akurntabilitas, dan variaberl inderperndern terrdiri 

dari Kinerrja Permerrintah Kaburpatern Murara Ernim. Pernerliti jurga mernggurnakan satur 

variaberl interrverning, yaitur Ervalurasi Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Penelitian ini membahas beberapa permasalahan yang timbul, yang 

berdasarkan latar belang permasalahan yang telah diidentifikasi dan dibahas 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, masalah berikut akan dianalisis:  

1. Bagaimana perngarurh transparansi terrhadap kinerrja pemerintah daerah ? 

2. Bagaimana perngarurh akuntabilitas terrhadap kinerrja pemerintah daerah? 

3. Bagaimana perngarurh transparansi terrhadap ervalurasi AKIP? 

4. Bagaimana perngarurh akurntabilitas terrhadap ervalurasi AKIP?  

5. Bagaimana perngarurh ervalurasi AKIP terrhadap kinerrja pemerintah daerah? 

6. Bagaimana perngarurh transparansi terrhadap kinerrja pemerintah daerah yang 

dimediasi Evaluasi AKIP? 

7. Bagaimana perngarurh akurntabilitas terrhadap terrhadap kinerrja pemerintah 

daerah yang dimediasi ervalurasi AKIP?  

 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Adapurn turjuran yang ingin dicapai dalam pernerlitian ini adalah urnturk 

merndapatkan burkti ermpiris merngernai: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh transparansi terrhadap 

kinerrja pemerintah daerah  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh Akuntabilitas terrhadap 

kinerrja pemerintah daerah 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh transparansi terrhadap 

Ervalurasi AKIP 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh akurntabilitas terrhadap 

Ervalurasi AKIP 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh ervalurasi AKIP terrhadap 

kinerja pemerintah daerah 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh transparansi dan 

akuntabilitas  terrhadap kinerrja pemerintah daerah. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis perngarurh transparansi dan 

akurntabilitas terrhadap ervalurasi AKIP. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Merlaluri pernerlitian ini, diharapkan dapat mernambah khasanah ilmur 

perngertahuran yang berrmanfaat merngernai: 

1. Terori-terori yang berrkernaan derngan nilai-nilai dasar dan konserp 

akurntabilitas purblik yang berrkaitan derngan Ilmu Manajemen Keuangan. 
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2. Merlakurkan terlaah atas pernerlitian terrdahurlur yang terlah merlakurkan kajian 

atas terori-terori Transparansi dan Akurntabilitas yang dapat mempengaruhi 

Kinerrja Pemerintah Daerah yang dimediasi Evaluasi AKIP  

3. Terori-terori yang berrkernaan derngan variaberl-variaberl yang dapat 

mermperngarurhi Kinerja Pemerintah Daerah melalui Evaluasi AKIP 

4. Tindak lanjurt Instansi Permerrintah atas hasil Evaluasi AKIP 

5. Hasil pernerlitian dapat dijadikan rerferrernsi bagi pernerliti serlanjurtnya urnturk 

mermperrdalam sturdi merngernai Pengaruh Transparansi dan Akurntabilitas 

Terhadap Kinerrja Pemerintah Daerah dengan Evaluasi AKIP sebagai 

Variabel Intervening.  

1.6.2  Manfaat Praktis   

 Manfaat praktis pernerlitian ini adalah serbagai berrikurt : 

1.    Permerrintah Kaburpatern Murara Ernim agar lerbih merningkatkan 

transparansi dan akurntabilitas kinerrja serhingga merndapatkan 

kerperrcayaan masyarakat serbagai pernggurna layanan. 

2.   Permerrintah Kaburpatern Murara Ernim merngertahuri surbstansi transparansi 

dan akurntabilitas kinerrja serhingga tidak terrjerbak pada perlaksanaan 

suratur merkanismer kerrja yang sifatnya formalitas. 

3.    Permerrintah Kaburpatern Murara Ernim mermahami perrserpsi transparansi 

dan akurntabilitas serhingga tidak merlakurkan kersalahan dalam 

pernyampaian informasi perrtanggurngjawaban kinerrja kerpada 

masyarakat. 
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1.7  Sistematika Penulisan Tesis 

BAB I  PErNDAHUrLUrAN 

Merrurpakan bab yang berrisi terntang gambaran urmurm dari 

perrmasalahan yang akan dibahas yaitur merngernai Perngarurh 

Transparansi dan Akurntabilitas terrhadap Kinerrja Program dan 

Kerurangan merlaluri Ervalurasi AKIP . 

BAB II   LANDASAN TErORI 

Dalam landasan terori akan dijerlaskan tinjauran purstaka serbagai 

rerferrernsi pernerlitian terntang Perngarurh Transparansi dan 

Akurntabilitas terrhadap Kinerrja Program dan Kerurangan merlaluri 

Ervalurasi Akurntabilitas Kinerrja Instansi Permerrintah, pernerlitian 

terrdahurlur, dan kerrangka berrpikir.  

BAB III   MErTODOLOGI PErNErLITIAN 

Dalam bab ini berrisi dersain dan jadwal pernerlitian, data pernerlitian, 

derfinisi operrasional variaberl, konserp dan mertoder pernerlitian, 

mertoder perngurmpurlan data serrta terknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PErMBAHASAN 

Bab ini berrisi terntang gambaran urmurm dari surbyerk pernerlitian, 

derskripsi data, analisa data dan permbahasannya. 

BAB V  PErNUrTUrP 

Bab pernurturp berrisi kersimpurlan, serrta saran-saran yang perrlur urnturk 

disampaikan. 

 

 


